KECAMATAN TAMANSARI
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PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
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DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN TAMANSARI

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175
Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu
menetapkan Keputusan Camat tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tamansari.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

4 .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

o . Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

] . Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

I0. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah



Menetapkan .
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KEDUA

KETIGA

KBEMPAT

KELIMA

diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19
Tahun 2016.

13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi
Publik;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TAMANSARI TBNTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN TAMANSARI

Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokurnentasi Kelurahan Keagungan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

Daftar Informasi Dikecualikan sebagaimana diktum KESATU adalah
informasi vyang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini
akan diajukan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Tamansari melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tamansari

Kota Administrasi Jakarta Barat;

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan
ditetapkan kemudian;

Keputusan ini mulaj berlaku sejak tangal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 22 September 2023

Camat Tamansari
Kotgg vng, erasi Jakarta Barat
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Lampiran I ¢ Surat Keputusan
Camat Tamansari



Nomor
Tanggal

10 Tahun 2023
.22 September 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAST
KECAMATAN TAMANSART

(PPID)

No. Informasi Jangka Waktu

1. Data Pribadi kependudukan Terbuka apabila mendapat
persetujuan tertulis dari
yang bersangkutan.

2 Data Individu hasil pendataan Terbuka apabila Inendapat

) keluarga persetujuan tertulis dari
yang bersangkutan.

3. Data Pribadi Pemohon/Badan |Terbuka apabila mendapat
Usaha pada dokumen perizinan |PSrsetujuan tertulis dari
dan non perizinan yang bersangkutan.

4 . Data pribadi pelapor dan | Paling lama 30 Tahun atau
terlapor pada layanan pengaduan Terbuka apabila mendapat

persetujuan tertulis dari
masyarakat
yang bersangkutan.

5. Data pribadi Pegawai ASN Tiga puluh tahun atau
terbuka apabila ada
permintaan tertulis
dari perangkat daerah
terkait.

6. Memorandum of Understanding (MOU) / Sampai dengan MOU atau

Surat Perjanjian Kerja (SPK) vyang| gpk disahkan
masih dalam roses

7 Disposisi Surat Pimpinan Terbuka apabila ada
perintah pengadilan

8 Dokumen SPJ Tiga Puluh Tahun atau

° terbuka apabila mendapat
perintah tertulis dari
pengadilan.

9. Surat penawaran Harga (SPH) pada | Tiga Puluh Tahun atau
dokumen penyedia/pemenang terbuka apabila

Inendapat perintah
tertulis dari
pengadilan.

10 . Dokumen Proses pengadaan Sampail dengan
Barang Jasa pengumuman pemenang

11 . | Informasi yang belurn dikuasai Tidak terbatas

atau didokumentasikan
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